SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

KRITERIA PENUNJUKAN DAN PENETAPAN
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan kegiatan di Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) maka Pengguna Anggaran
atau Kuasa Pengguna Anggaran menetapkan Pejabat
pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan
Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan,;

b. bahwa telah dilaksanakannya penyederhanaan
struktur organisasi di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Tanah Laut yang dilaksanakan terhadap
Jabatan Administrasi yaitu Jabatan Pengawasan atau
jabatan struktural eselon IV sebagaimana ditetapkan
dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114
Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Tanah Laut sebagai pelaksanaan dari
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021
tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada
Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat
(3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Lampiran
Huruf G angka 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah dimana dalam hal tidak
terdapat pegawai Aparatur Sipil Negara yang
menduduki jabatan struktural, Pengguna Anggaran



Mengingat

atau Kuasa Pengguna Anggaran dapat menetapkan
pejabat fungsional umum dan/atau pejabat fungsional
selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan yang
kriterianya ditetapkan oleh Kepala Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kriteria
Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di
Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953
Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor S5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan



10.

11.

12.

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Rebuplik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Rebuplik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Rebuplik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Rebuplik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut
Tahun 2021 Nomor 114);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG KRITERIA

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT
PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN TANAH LAUT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

10.

11.

12.

Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan  Daerah yang memimpin pelaksanaan  urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah
Laut.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan
urusan pemerintahan daerah.

Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu) program
atau beberapa program.

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat yang
memegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan
tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah
pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA
dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK
adalah pejabat pada unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau
beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang
selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut.

Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan
tugas Dberkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi
pemerintahan dan pembangunan.

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan
tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada
keahlian dan keterampilan tertentu.

Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas,
tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Calon Pegawai Negeri Sipil
dan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam
pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keterampilan tertentu dan untuk
kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.



13.

14.

15.

(1)
(2)
(3)

(4)

(S)

(1)
(@)

Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan
tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri
Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya
didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat
mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit
Subkoordinator adalah pejabat fungsional Ahli Muda yang diberikan
tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang
tugasnya dalam suatu satuan kerja sebagaimana diatur peraturan
perundang-undangan tentang organisasi dan tata kerja instansi
Penyataraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional yang
selanjutnya disebut Penyetaraan Jabatan adalah pengangkatan Pejabat
Administrasi ke dalam Pejabat Fungsional melalui penyesuaian/
inpassing pada jabatan fungsional yang setara.

BAB II
PPTK PADA SKPD

Bagian Kesatu
Penetapan PPTK

Pasal 2

PA atau KPA dalam melaksanakan kegiatan menetapkan pejabat pada

SKPD atau Unit SKPD sebagai PPTK.

PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu tugas

dan wewenang PA atau KPA.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) PPTK bertanggung jawab kepada PA atau KPA.

Penetapan PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan

pertimbangan kompetensi jabatan, besaran anggaran kegiatan, beban

kerja, lokasi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan obyektif lainnya

yang ditetapkan oleh Bupati.

Pertimbangan objektif lainnya yang ditetapkan oleh Bupati adalah:

a. dalam satu bidang/bagian/unit dari SKPD;

b. kesesuaian tugas dan fungsi dengan perencanaan penganggaran dan
pelaksanaan kegiatan bidang/bagian/unit dari SKPD;

c. memiliki kemampuan manajerial; dan

d. memiliki integritas.

Bagian Kedua
Kedudukan Pegawai ASN Yang Dapat Ditunjuk Menjadi PPTK

Pasal 3

PPTK merupakan pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam hal tidak terdapat pegawai ASN yang menduduki jabatan
struktural, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PA atau KPA dapat
menetapkan pejabat fungsional selaku PPTK dengan kriteria yang
ditetapkan oleh Bupati.



(3) Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada angka (2) terdiri dari:
a. pejabat fungsional umum; dan
b. pejabat fungsional tertentu.

Bagian Ketiga
Kriteria

Pasal 4

(1) Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) merupakan pejabat satu tingkat di bawah kepala
SKPD selaku PA dan/atau memiliki kemampuan managerial dan
berintegritas.

(2) Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Unit
SKPD selaku KPA, Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) merupakan pejabat satu
tingkat di bawah KPA dan/atau memiliki kemampuan managerial dan
berintegritas.

(3) Pejabat fungsional umum dapat ditetapkan sebagai PPTK sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, selain memenuhi pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5), memenuhi
kriteria diantaranya:

a. sudah berstatus PNS; dan
b. minimal menduduki pangkat Pengatur Muda Tingkat I.

(4) Pejabat fungsional tertentu dapat ditetapkan sebagai PPTK sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, selain memenuhi pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5), memenuhi
kriteria diantaranya:

a. minimal menduduki jabatan sebagai pejabat fungsional muda; dan
b. diangkat sebagai subkoordinator atas usul Kepala SKPD.

(5) Kepala SKPD mengusulkan Pejabat fungsional muda sebagai
subkoordinator = sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b kepada
Bupati melalui Kepala BKPSDM.

(6) Pengangkatan Subkoordinator ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

(1) Kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b dikecualikan
bagi Pejabat Pengawas atau Pejabat esselon IV yang disetarakan menjadi
pejabat fungsional muda sebagai akibat penyederhanaan struktur
organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sebagaimana
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

(2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk



pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2022.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM pada tanggal 3 Januari 2022
SEKRETARIAT DAERAH
. BUPATI TANAH LAUT,
Ttd

ALFIRIAL, S¥, MH
NIP. 19750203 199903 2 008

H. SUKAMTA
Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd
H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2022 NOMOR 11



